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n itu setelah APBD [nduk 2016 ketok

(12/11) pagi melalu 51dang paripurna
DPRD Buleleng. Sekretaris Ka upaten (Sekkab)
Buleleng Dewa Ketut Puspaka usai sidang paripur-
un2016 pihaknya hanya’
butuhan anggaran KPU
Itu pun lanjut Puspaka,
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‘Kalau sampai minta
pengurangan pajak,
itu aneh. Karena,
tingkat hunian
ka tinggi. Lagi
pajak itu kan di
konsumen,

wisata Bali Utara men
pengurangan pajak hotel
taran (PHR) di tahun 2015. Ni
diperkirakan mencapai Rp
juta. Alasannya, beban pajak itu
dianggapsieliialu tinggi'sem

hunian ti

selalu penuh.

Informasinya, tunggak.lﬁ PHR -

hingga tahun 2015 ini méncapai
sekitar R';i miliar. Dari tunggakan

itu, kini sejumlah hotel mén
kan permohonan pengurangan
pajak. Permohonanitu telah disam-
paikan kepada Dinas Pendapatan.

Namun Jembaga DPRD
minta kepada Pemkab n
permohonan tersebut. W ‘Ketuq
Komisi I DPRD Buleleng, Hj Mdlyadi
Putra Kar#is (12/11) mengakui,
ada beberapa hotel terutama di
wilayah Kecamatan Gero yang,
~mengajukan permohonan ‘pengu-
‘rangan pajak.

Mulyadi mengaku herankarenal
hotel di wilayah Gerogak rata-rata
tingkat huniannya tinggi. Mulyadi
pun meminta agar Dinas Penda-
patan (Dispenda) sebagai kepan-
jangan Pemkab Buleleng menolak
permohonan tersebut.

“Kami heran kenapa
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- capai
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Pajakitu Ke pemerintah,” tégasnya,
eski'demikian pemerintah
tetap memberikan peluang kepada
waji paﬁ itu melakukan pemba-
kepada penFerintah dengan
mencicil. “Peluang yang
bisa kami berikan ya hanya itu.
Mencicil saja. Kalau mengurangi,
apalagi menghapuskan, itu justru
pemerintah yang ,"imbuhnya,
‘Dispenda mengklaim
akan melakukan sosialisasi dan
pelatihan kepada para pengelola
hotel|dan restoran, Agar kegdepan-
ereka disiplin melakukan

peny: .tnr:{pajak epada daerah.

gatpajak yang dibayar kon-
dititipkan kepada hotel
oran, tetap harus disetor-

kan pada pemerintah.
lumnya diberitakan, pen-
target dari PHR, ternyata
masih sering temui hambatan.
Padahal PHR itu a#alah tumpuan
m peningkatan penda-

patari asli daerah (PAD), |
Dalam beberap: kasus}tenca-
paian target PHR sering terbentur
munaulnyd tunggakan akibat pihak
pengelolaan hotel dan restoran

tidak transparan dalam menyam-
paikan pajak.Sering pula ada faktor
kesengaj

ngajaan pihak pengelola hotel
dan restoran tida me]un{zi pa-

o:fdfsi itu hampir terjadi
setiap tahun. Dan di tahun 2015,
kondisi itu dikawatir akan terjadi

an kembali, f
Dinas Pendapatan (Dispeda)
Buleleng menyebut, di tahun 2014
nggakan PHR mencapai Rp
i nggakan itu baru bisa
dipungut di tahun 2015. Hingga

memasuki pbrtgnlgahan tahun;
tunggakan itu baru bisa dipungut
hingga Rp 1,6 miliar: Dispenda pun
janji sisa tunggakan sebesar Rp 800
jutaitu bisa dipunggut hingga akhir
tahun 2015, & k19 |




Retribusi 'l‘erminal

% Oknum Dishubkominfo

Perusda
menempatkan
tenaga khusus
untuk arahkan

kendaraan menuju
terminal manuver,

1 termasuk .
tempatkan

mata-mata guna
mengawasi kinerja

~petugas khusus ® |

tersebut.

NEGARA, NusaBali

Target pendapatan retribusi
di Terminal Manuver Gilimanuk
untuk tahun 2015 sebesar Rp
1.992.332.000 pesimis terca-
pai. Pasalnya, hingga bulan
September jumlah pemasukan
hanya Rp 905.564.000. Tar-
get pendapatan tak tercapai
diduga disebabkan adanya
pungutan liar (pungli) di candi
bentar pertigaan menuju loket
Pelabuhan Gilimanuk. Dinas
Pendapatan (Dispenda) Jem-
brana pun menekan Perusda
Jembrana agar bisa capai target
restribusi.

Informasi di 'lapangan,
oknum pegawai Dinas Per-
hubungan, Komunikasi, dan
Informasi (Dishubkominfo)
yang berjaga di candi bentar
atau pertigaan menuju loket
Pelabuhan Gilimanuk sering
loloskan kendaraan. Mobil
jenis bus dan travel diarah-
kan jalan lurus sehingga tak
masuk Terminal Manuver.
Bus maupun mobil travel yang
diberikan jalan lurus dikenai
cuk dan uangnya masuk kan-
tong. Sehingga uang retribusi
tidak tercatat melainkan ma-
suk kantong oknum pegawai
Dishubkominfo.

Pelaksana tugas (Plt) Pe-
rusda Jembrana, | Made Su-
dantra membenarkan target
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Rp 1. 000
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gas jaga

anuver Diduga Bocor

Dituding Loloskan Kendaraan

husus dari Perusda di pos
értigaan gerbang menuju
elabuhan Gilimanuk, Petugas

aga khusus yang ditempatkan

r Senin (2/11)| ‘bertugas
¢ngarahkan etiap kendara-
n agar masuk|/menuju parkir
anuver. Selain itu, pihaknya
a menemp tkaE petugas

uk memataimatai petugas
a-khusus tersebut. “Ter-
ti setélah k m1gempatkan

e ugas jaga, ada peningkatan

A

etribusi Rp 500 ribu sampai
800 ribu per hlfm Kalau

)idsanya rata-rata Rp 3,5 juta
er hari, sekarang naik jadi Rp
j ta hmgga p 4,8 juta per
1a " ujarnya. |

Sementara Kadis Hub-
olmmfo Jembrana, Gusti Ba-
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